
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang 

merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan 

akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban.  

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang 

wajar  digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha 

organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkannya 

Indikator Kinerja Utama (Key Performace Indicators) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi 

Tengah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan proses peradilan secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan 

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 

yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini telah tertuang dalam 

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-

U/2329/OT.01.3/XII/2018 tanggal  18 Desember 2018 
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Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Indikator Kinerja 

Utama ini. Semoga bermanfaat dan  dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, 

biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  

 

 

                       Palu,         Februari  2019 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 

                                                                         PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH iii 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

SK Tim Pembentukan Review Indikator Kinerja Utama  

SK Review Indikator Kinerja Utama  

Review Indikator Kinerja Utama  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 













INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1 Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan

a. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang
diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang
harus diselesaikan
Catatan :
 Kriteria Sisa Perkara mengacu pada Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara di
Mahkamah   Agung.

 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
pada 4 (Empat) Lingkungan   Peradilan

 Sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.

b. Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu

b. Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah
perkara yang ada
Catatan :
• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan

perkara yang harus diselesaikan
(sisa  awal tahun  dan  perkara yang masuk)

• Jumlah   perkara  yang  ada   = jumlah
perkara  yang  diterima tahun  berjalan
ditambah  sisa  perkara  tahun  sebelumnya

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
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• Tepat waktu sesuai Surat Keputusan   Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor
214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka
Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah
Agung.

• Surat  Edaran  Ketua Mahkamah  Agung
Republik Indonesia Nomor  2   Tahun   2014
tentang   Penyelesaian   Perkara   di
Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan   Tingkat
Banding  pada  4 (Empat) Lingkungan
Peradilan

c. Persentase
Penurunan Sisa
Perkara

Perbandingan antara sisa perkara tahun
sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan
Catatan:
Sisa Perkara adalah  Perkara  yang  belum diputus
pada  tahun berjalan

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

d. Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
• Kasasi
• PK

Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan
perkara
Catatan :
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan
upaya  hukum, maka semakin puas atas putusan
pengadilan

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.

e. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap
layanan peradilan

Index kepuasan pencari keadilan
Catatan :
 Keputusan menteri pendayagunaan aparatur

negara nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
pedoman umum penyusunan index kepuasan
masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah

 Nilai persepsi minimal 3 dengan nilai konversi
IKM index harus ≥ 62,51

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.
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2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase  Salinan
Putusan  Yang
Diterima Oleh
Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima
tepat waktu dengan jumlah putusan
Catatan:
Tepat  waktu   sesuai   Surat    Keputusan     Ketua
Mahkamah Agung  Nomor 214/KMA/SK/XII/2014
tentang  Jangka  Waktu Penanganan  Perkara  di
Mahkamah  Agung

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan.

b. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus

Perbandingan antara Jumlah isi putusan perkara
Tipikor yang di upload dalam website dengan
jumlah perkara menarik perhatian masyarakat
yang diputus
Catatan :
SK Ketua Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun  2007 tentang
Keterbukaan Informasi Di Pengadilan

Panitera
Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan


